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1. [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk

Koruptor

Yaa harus gitu la.biar
bisa tetap di pilih rakyat

Hoaks

Link Counter:

-hukuman-mati-untuk-koruptor

Penjelasan:

Beredar di media sosial Facebook unggahan
video dengan narasi "Suasana di Istana Negara
mendadak mencekam saat Presiden Prabowo
Subianto mengumumkan kebijakan paling
kontroversial dalam sejarah pemberantasan
korupsi di Indonesia. la menyatakan, mulai hari
ini, siapa pun yang terbukti mencuri uang
negara, bahkan hanya satu rupiah, akan

menghadapi hukuman mati".

Faktanya, dilansir dari kompas.com, Presiden

Prabowo telah menyatakan sikapnya terkait
hukuman mati untuk koruptor. la tidak setuju
dengan pemberlakuan hukuman tersebut. Hal
tersebut disampaikan saat bertemu dengan
sejumlah pemimpin redaksi media nasional di
kediamannya di Desa Hambalang, Provinsi

Jawa Barat, pada 7 April 2025.



https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/02/13/155551482/hoaks-prabowo-sahkan-hukuman-mati-untuk-koruptor
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2. [HOAKS] Video Kedatangan PBB untuk Meresmikan IKN

Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook

Rombongan PBB berisi narasi yang mengeklaim bahwa
sudah Tiba Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) datang ke

Indonesia untuk meresmikan Ibu Kota
Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser

Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.
Dilansir dari tempo.co, cuplikan tersebut bukan
rekaman kedatangan rombongan PBB ke IKN,
melainkan potongan visual peristiwa
Konferensi Tingkat Tinggi Group of 20 (KTT
G20) di Nusa Dua, Bali pada 15 - 16 November
2022. Hingga saat ini pemerintah belum
meresmikan IKN. Presiden Prabowo
menargetkan IKN sebagai ibu kota politik pada

Selamat datang di IKN

#ikn #kalimantan #ibukota #indonesia 2028, d an pe m ba ng uhnan memasu ki ta ha p

kedua dengan alokasi anggaran sekitar Rp6
triliun dari APBN untuk penguatan fasilitas

negara dan institusi.

Hoaks

Link Counter:

-  https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-video-kedatangan-pbb-untuk-meresmikan-ikn-

2114357



https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-video-kedatangan-pbb-untuk-meresmikan-ikn-2114357
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3. [HOAKS] Gibran Rakabuming dan AHY Sepakati

Pembubaran DPR

<)
Gibran AHY Setuju Pembubaran DPR
AHY Amuk Fraksi yang Hin4 Rakyat

Akhirnya Puan Mundur Sebagai Ketua DPR

AHY AMUK FRAKSI YANG HINA RAKYAT

AKHIRNYA PUAN MUNDUR SEBAGAI KETUA DPR

O 1K 813 comments 40 shares

Hoaks

Link Counter:

mbubaran-dpr

Penjelasan:

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi
narasi yang mengeklaim Wakil Presiden Republik
Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Menteri
Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan AHY (Agus Harimurti
Yudhoyono) sepakati pembubaran Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar.
Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan

pemberitaan dari media kredibel yang
membenarkan klaim tersebut. Secara
konstitusional, pembubaran DPR bukan

kewenangan presiden maupun wakil presiden. Hal
ini secara tegas diatur dalam Pasal 7C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa presiden tidak
dapat membekukan dan/fatau membubarkan
Dewan Perwakilan Rakyat dan sesuai prinsip sistem
presidensial Indonesia di mana eksekutif dan
legislatif berdiri sejajar. Dengan demikian, tidak ada
mekanisme hukum yang memungkinkan presiden,
wakil presiden, atau menteri menyetujui maupun
memutuskan pembubaran DPR.



https://turnbackhoax.id/articles/32305-salah-gibran-rakabuming-dan-ahy-sepakati-pembubaran-dpr
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